
BUPATI MALUKU TENGGARA 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA 

NOMOR 52 TAHUN 2 0 1 9  

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA 

TAHUN ANGGARAN 2 0 1 9  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGGARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2019 ,  perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku 

Tenggara Tahun Anggaran 2019 ;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;  

Dipindai dengan CamScanner 



Mengingat I .  Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam 

Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1 1 1 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 

2.  Undang - undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;  

3.  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.  Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6 . Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang- Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

bcbcrapa kali diubah, tcrakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 20 15  tentang Perubahan Kedua atas 

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 

2014  tcntang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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o, tudan Undang or o Twhun 20·4 Tnta mg Dea ( L e b r u n  Neun epuhl l k  Iudoneln ' T'bun 2 2 0 1 4  D c r u h  

( R e r a n  Nara epubhik Indonela ' T a h u  201 · 1  Nomor 7, 'Tambahnn Lemburun Nguru cpubl lk  ndoncln 

'om»or 3493): 

to. Pevaturan mcrinth Nomor 35 'Twhun 1 9 5 2  t c n t a n g  Pembubaran Dacruh M a l u k u  Sclutn dun Pembcntukun 

Daerah Malku Tengah dan Daerah Maluku 'Tenggara (Lembaran Negara 'Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan 

lembaran Negara Nomor 204), scbagaimana tclah diubah dcngun Pcraturan Pcmcrintnh Nomor 3 'Tahun 1953 

tentang Pmbubaran Daerah Maluku Sclatan dan Pembentukan Dacrah Maluku Tcnguh dan Daerah Maluku 

Tenggara (Lembaran Negata Tahun 1953 Nomor 3); 

I 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kcpala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4028); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2 Nomor 136 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
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16.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 139,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4595); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2 0 1 0  tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2 0 1 1  tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari 

Wilayah Kota Tual ke Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 71 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017  ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpanan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 17  Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahu, 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  ten tang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

28 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 77_Tahun 

2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran dan Laporan Pertanggungijawaban Penggunaan Bantuan Partai Poitik 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2019 ;  

3 1.  Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A); 
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Menetapkan 

32.  Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12  Tahun 2013  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012  -  2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013  

Nomor 12) ;  

33. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2014  tenteng Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 20 13 -2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Maluku Tenggara Tahun 20 14 Nomor 4 Seri D).  

34 .  Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku 

Tahun 2016 Nomor 3); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 0 1  Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Seri A); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 20 18 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019  (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018  

Nomor 4 Seri A); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2019  tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Ka bu paten Maluku Tenggara Tahun 2019  (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 

Tahun 2019 Nomor 2 Seri A); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 19 .  
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: 

b Bertrbh /(berkurng) 

Jurlh Fendapetan setelh Perubahan 
Belsja 
s. Seruls 

b, Bertambah /(berkurang) 

Jumlah Belanja setelah Perubhan 
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) .  Semula 
2). Bertambah 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 
b. Pengeluaran 

1) .  Semula 
2). Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan 
Jumlah Pembiayaan neto setelah 
Perubahan 
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah 
perubahan 

Rp 944,113,503,598,36 

RD 9,969,895.838,10 

Rp 954.083.399,436,46 

RD 957.099,023.598,36 

RD 45,381,184.885,23 

Rp 1 .002.480.208.483,59 
Rp (18.396.809.047,13) 

Rp 17.985.520.000,00 
Rp 34 .411 ,289 .047 ,13  

Rp 52.396.809.047,13 

Rp 5.000.000.000,00 

Rp (1 .000.000.000,00) 

Rp .000.000.000,0o 

Rp 48.396.809.047,13 

Rp 9,O 

Pasal 2 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan ini. 
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Pasal3 

isrrirasn Sebsgaimana tersebut dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini 

Pasal 4 
return ii mulai berlak pada tenggal ditetapkan. 
Ager smap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Maluku Tenggara ini dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Langgur 
pada tanggal 28 September 2019  

BUPATI MALUKU TENGGARA, 

ttd 

MUHAMAD THAHER HANUBUN 
Diundangkan di Langgur 
Pada Tanggal 28 September 2019  

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

ABUPATEN MALUKU TENGGARA, 

ttd 

BERNADUS RETTOB 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHON 2019  Nornor 52 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

KEPALA BA IAN HUKUM 
. 

PETRUS PAULUS UFJ 
NIP. 196707 4 199903 1  005 
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